
ABSTRAK 

 

Penulis mengangkat permasalahan Pemungutan Pajak Penghasilan Final 
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Latar belakang 
dipilihnya tema tersebut adalah delegasi kewenangan pemungutan Pajak 
Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf e jo. Pasal 17 
ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). 
Delegasi kewenangan yang menyebabkan terbitnya PP Nomor 46 2013 tersebut 
menyebabkan permasalahan karena hanya didasarkan pada 2 hal. Pertama, 
pemungutan Pajak Penghasilan Final tersebut hanya menekankan atas penghasilan 
dari usaha. Kedua, pemungutan Pajak Penghasilan Final tersebut didasarkan pada 
peredaran bruto tertentu. Permasalahan yang kemudian timbul adalah bahwa PP 
Nomor 46 Tahun 2013 tidak menyebutkan secara jelas jenis usaha yang dipungut 
PPh Final, meski pada praktiknya tersirat bahwa peraturan ini ditujukan untuk 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kemudian, pemungutan PPh Final 
sebesar 1% berdasarkan konsep Schedular Taxation yakni dapat didasarkan pada 
bruto, hal ini menimbulkan permasalahan terkait dengan asas keadilan. Serta 
permasalahan dari segi regulasi dan praktik yang membuat peraturan ini tidak 
sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal lain yang juga 
merupakan permasalahan dari PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah berkaitan dengan 
perlindungan hukum. Meskipun dari segi perlindungan hukum preventif sudah 
diatur dengan baik, namun perlindungan hukum secara represif yang masih sulit 
untuk dilakukan. Sehingga hal ini menjadikan PP Nomor 46 Tahun 2013 
bermasalah dari segi pemungutan (pelaksanaan fungsi budgetair), serta dari segi 
pengaturan (pelaksanaan fungsi regulerend). Oleh karena itu, perlindungan 
hukum yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan 
melakukan upaya perlindungan hukum represif yakni mengajukan uji materiil 
(judicial review) ke Mahkamah Agung. 
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